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PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 379 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
PENERANGAN JALANUMUM

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 21,
Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupten Karawang
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupatitentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupten Karawang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Penerangan Jalan Umum.

- Dasar Hukum Peraturan Bupatiiniadalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 38 Tahun 2004
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun
2022; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhirdengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun
2009; UU No. 30 Tahun 2009 sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir
dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhirdengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun
2014 sebagaimanatelah diubah beberapakaliterakhirdengan UU No. 6 Tahun
2023; PERMENHUB No. 27 Tahun 2018; PERDAKAB. KARAWANG No. 14Tahun
2016 sebagaimanatelah diubah dengan PERDAKAB. KARAWANG No.11Tahun
2021; PERDAKAB. KARAWANG No. 2 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ruang Lingkup, Kewenangan
Dinas Dalam Pengelolaan PJU, PJL, dan PTK, RIPJU, Pelaksanaan Pengelolaan
Penerangan Jalan, Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan, Spesifikasi
Alat Penerangan Jalan, Penghematan Energi dan Perkembangan Teknologi,
Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin dan Pemberian Izin Pengelolaan
Penerangan Jalan Skema Swadaya, Pelaksanaan Pengelolaan Penerangan Jalan
Dikerjasamakan Melalui Skema KPBU, Pembinaan dan Pengawasan, Tata Cara
Penggantian dan Perbaikan PJU Akibat Insiden Atau Aksiden, Pengenaan Sanksi
Administratif, dan Ketentuan Penutup.
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